) PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019

PEMERINTAH DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG
., KABUPATEN PEMALANG
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KEPALA DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG

RANCANGAN PERATURAN DESA WANAMULYA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WANAMULYA TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WANAMULYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa;

b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam
pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa
Wanamulya, maka perlu disusun rencana pembangunan
tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap
tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara
resmi dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya
Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan




10.

11.

12.

13.

14.

135,

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara RI Tahun 2014 No 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI
Tahun 2018 No 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015
Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016
Nomor 3)

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016 Nomor 12,  Tambahan Lembaran
Kabupaten Pemalang Nomor 12);

Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun

2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten

Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pemlalang Tahun 2018 Nomor i



16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa Di
Kabupaten Pemalang (Berita Daerah  Kabupaten
Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38);

18. Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Wanamulya Tahun 2016 - 2021(Lembaran
Desa Wanamulya Kecamatan pemalang Kabupaten
Pemalang Tahun 2015 Nomor 5 );

19. Peraturan Desa Wanamulya Nomor 3 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarakan Hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa
Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

Tahun 2018 Nomor % ).

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAMULYA
dan
KEPALA DESA WANAMULYA
MEMUTUSKAN :

. Menetapkan : PERATURAN DESA WANAMULYA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA WANAMULYA KECAMATAN
PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Wanamulya
9 Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;
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10.

11.

12.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wanamulya dibantu Perangkat
Desa Wanamulya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
Kepala Desa adalah Kepala Desa Wanamulya ;

Perangkat Desa Wanamulya adalah Perangkat yang membantu Kepala
Desa Wanamulya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri
dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan
Unsur Pelaksana Kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis ;

Musyawarah Desa yang yang selanjutnya disingkatMusdesadalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh  Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di
singkatMusrenbangdes adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat
Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang
yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun
2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Wanamulya Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa

adalah Penjabaran dari RPJMDesa Wanamulya untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan

dengan Peraturan Desa.



13. Alokasi Dana Desa yang sclanjutnyva disingkat ADD adalah dana

kabupaten/kota  dalam Anggaran

perimbangan  vang diterima
/kota setelah dikurangi

Pendapatan dan Belanaja Daerah kabupaten
Dana Alokasi Khusus.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /kota dan

digunakan  untuk memiayai ~ penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan  pembangunan. pembinaan kemasvarakatan  dan

pemberdayaan masyarakat.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-prograrm indikatif
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untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah

E Desa untuk mencapai tujuan.

f’ BAB II

% TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

g

= Pasal 2

5 (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan
- dalam musyawarah Desa.

3 (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat

i
.
&

dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun
rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
Pasal 4
(1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara

partisipatif.




(2) Musvawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dikuti oleh Badan Permusvawaratan Desa dan unsur
masvarakat Desa.

(3] Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
dalam musyvawarah perencanaan pembangunan desa,

(4) Rancangan RKP Desa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (3)
memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.

(9] Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada avat (4) merupakan

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

i

(1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi
uraian:

a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
Desa;

c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui
kerja sama antar desa dan pihak ketiga;

d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan

e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa
dan/atau unsur masyarakat desa.

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah
Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten
berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

(5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun

berjalan.

(6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa
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(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan  kebutuhan pembangunar fes

kepada pemerintah daerah kabupaten.

(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapnt mengusulkan kebutihan

pembangunan desa kepada pemerintah dan pemerintah daerih provins

(3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus mendapatkan persetujuan bupati.

(4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimara
dimaksud pada ayat (3) disampaikan olch bupati kepada Pemerintah

dan/atau pemerintah daerah provinsi.

(5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun

berikutnya.

Pasal 7

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP  Desa) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah
perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan

Peraturan Desa.

BAB 111
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA
Pasal 8

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk

mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.



(2) Meckanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa

dalam perencanann pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan

mufakat.,
BAB IV

RKP-Desa

Pasal 9

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :
BAB1 : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tujuan dan Manfaat
1.4. Visi Misi Desa
1.5. Proses Penyusunan
1.6. Sistematika
BAB 1l : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
2.2. Kebijakan Belanja Desa
2.3. Kebijakan Pembiayaan
BAB Il : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa
Tahun 2018
3.2 Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Supra Desa
3 4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan

Darurat
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

4 1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

4.2, Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan
dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar
Desa dan Pihak Ketiga

4.4, Pagu Anggaran Sementara
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PENUTUP

Lampiran Pendukung

E: Uraian lebih lanj
~ sebagaimana dimak

Desa ini berupa Rencana

. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam

. Berita Acara Hasil Peny
_Daftar hadir Tim Penyusun dan Pembina

.Matrik Rancangan RKP Desa
.SK Kepala Desa tentang Pembentukai

Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019,

Program dencaan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.

Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Desa) Tahun 2020
Pagu Indikatif Desa (P1D)
Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.
Catatan dan LaporanMusrenbangdes
Desa

Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi

Daftar hadir,

Undangan Musrenbangdes dari Kepala Desa

usunan Rancangan RKP Desa.
tk Desa

.Undangan dari Ketua Tim Penyusun RKPDes

h Tim Penyusun RKPDes 2019

_Berita Acara Musdes RKP Desa.
_Catatan dan Laporan Musdes

. Daftar hadir

_Undangan Musdes dari Ketua BPD
_Rencana Anggaran Biaya (RAB)

_Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan
_Foto Musdes RKPDesa

Foto Musrenbangdes RKPDesa
_Foto Rencana Usulan Kegiatan dal

am RKPDes 2019.

Pasal 10

ut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

sud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019.

Pasal 11

pasal 10 merupakan bagian yang

. tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

10



Pasal 12

(1) RKP-Desa Tahun 2019 menjadi  pedoman Pemerintah  Desa dalam

penvusunan APB Desa tahun anggaran 2019,

(2) RKP-Desa Tahun 2019 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh

pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam

B melaksanakan pembangunan desa tahun 2019.
Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wanamulya

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

&)

Ditetapkan di Wanamulya
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—

Diundangkan di Wanamulya
22 Oktober 2018
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman, partisipasi. otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksuddimana desa berwenang
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem
Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa
diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan
partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di
desa.Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada
asas penyelenggaraan pemerintahan vang baik serta sejalan dengan asas
pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum. keterbukaan,

profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal,

keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa,
diutamakan nilai kebersamaan. kekeluargaan, dan kegotong-royongan

guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya



p—
cmonnlal: Desa Vanamulya *

dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

vakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa
harus kehilangan jati diri.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan

mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa vang selanjutnya disebut RKP
Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan
atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya

kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah

Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP
Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat
reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-
royong.RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan
pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai

dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan
disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam
Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan

dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
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dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
vakni "Terwyjudnya Desa yang maju, mandiri, dan sefahtera tanpa
harus kehilangan jati diri.”

Al e

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6

i Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun

perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan

mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa vang selanjutnya disebut RKP
Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan Kkemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan
atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya

kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah

Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP
Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat
reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-
royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan

pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai

dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan

disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam
Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan

dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

b T S
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1.2. LANDASAN HUKUM

1 Undang Undang Nomor 13 Tabhon 19450 tentang Pembentokan Daerah

Daecraly Kabupaten Dalam Lingl nungan Prapinsi Jawa Tengah:
2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Namor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280,

L‘nrlang»Und;mg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten: Perencanaan

T

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesmia Tahun
2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Kepublik  Indonesi
Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peratruran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penctapan Mulai
Berlakunva Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undiang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun

: I Hal .2
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Nomor Hi717),
Peraturan Menterr Dalam Neperr Nogior 1A Tahan 2014 lentang
Pedoman Pembangonan Desa (Devita Nepara 120 Tabun 2004 e 20094,

1O Peraturan Menter Dalam Negeri NMomor 200 Taban 2014 tentang
Penpelolaan Keuangan Desa (et Plegva 120 Tadory 20000 Mo 611

L1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 249 Talian 2008 tertarg
Rencana Pembangunan Jangla Panjang Daeral Kabupiten Peinalang
Tahun 20052025 (Lembaran Daeral Kabupaten Permalans Tahnn 2000
Nomaor 1);

Peraturan Dacrah Kabupaten emalang Nomor 6 Taban 2015 lentang

A

Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Dacral Kabupaten
Pemalang Tahun 2015 Nomor G, tambahan Lembaran Daeah [<abu paten
Pemalang Nomor 6).

Peraturan Daerah Kabupaten UDemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perencanaan  Pembangunan  Desa (Lembaran Dacrale Kabupaten
Pemalang Tahun 2016 Nomor 3)

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 fentang
Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah Kabupaten Pemalang
Tahun 2016-2021 (Lembaran Dacrah Kahupaten Pemalang Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Dacral Kabupaten Pemalang Nomor
12);

Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038
(Lembaran Dacrah kabupaten Pemlalang Tahun 2018 Nomaor 1);
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa DBerdasarkan hak asal nsul dan kewenangan lokal
berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daeral, Kahupaten
Pemalang Tahun 2018 Nomor 17):

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tenting Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2018 Nomor 38);

Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Wanamulya Tahun

2016 - 2021(Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan pemalang

Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor i

“m
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Pesa Berdasarakan Hak asal ul dan Kewenangan ltokal berskala Deas

(Lembaran Desa Wanamulva kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

Falhun 2018 Nomos |

1.3 TUJUAN & MANFAAT
1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif
adalah sebagai berikut :

a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode |

(satu) tahun;
b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
c) Menetapkan kerangka pendanaan.

d) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan
tahunan yang berkekuatan hukum tetap.

e) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan
di desa.

f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.3.2. MANFAAT
a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.

e)] Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan
dipadukan dengan program pembangunan supra desa.

fy Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4 VISI DAN MISI DESA
Berdasarkan Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJM Desa)
Wanamulya Tahun 2016-2021, maka seluruh rencana program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap
dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi -
Misi Desa. Visi - Misi Desa Wanamulya disamping merupakan Visi-Misi

e e B e e . e e S TS
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Calon Kepaln Desa terpilih, - jugn dlintegrasikan  dengan  kebutuhan

bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan

secara partisipatil mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Wanamulya adalah sebagai berikut :

1.4.1.Visi

1.4.2.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa  depan yang diinginkan dengan  melihat potensi dan
kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Wanamulya ini dilakukan
dengan  pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan di Desa Wanamulya seperti pemerintah desa, BPD,
tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan
masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal
di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan.
Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Wanamulya

adalah :

“ KERJA KERAS, MENGAYOMI, MELAYANI, PENINGKATAKAN
PEMBANGUNAN , GOTONG ROYONG, UNTUK TERWUJUDNYA
WANAMULYA SEJAHTERA BERDIKARI“

Misi

Misi adalah langkah-langkah vyang akan dilakukan guna
mewujudkan visi, Sehingga guna mewujudkan visi desa
Wanamulya, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar
tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian
dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.
Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya
menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi
dan kebutuhan Desa Wanamulya, sebagaimana proses yang
dilakukan, maka misi Desa Wanamulya adalah:

a. Wejudkan Pembangunan Dalam Bidang Ekonomi, Kesehatan,

Pendidikan, Keagamaan, Olahraga dan Kebudayaan




b Menciptakan Peinyanan Maasiarakat vang lehih amar, cepat,
herkualitas,  tranaparan  dengan tetap rrengedepankan
kenvamanan dan ketettiban lingkungan

¢ Mewujudkan tata kelola pertanahan dengan program aertifikat

tanah murah

1.5 PROSES PENYUBUNAN

Proses Penvusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanarnulya
Tahun 2019, telah dilakukan melalui heberapa tahapan proses yang
melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara Jain dari unsur
Pemerintah Desa. BPD, Utusan Dusun, Keterwakilan dari herbagai
sektor (ekonomi/ pertanian/ keschatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsh.},
Keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat,
tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinalj, Keterwakilan

kalangan swasta/bisnis, Serta keterwakilan herbagai organisasi yang

£
!
ii
I
!’

menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.
Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Desa adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa, meliputi:

a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa,
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah
Desa dengan difasilitasi oleh Pemerinta Desa.

b. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat

T e e o

c. Panitia Musyawarah Desa dibentuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Ketua BPD. Panitia diketuai oleh Sekretaris Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) serta dibantu oleh anggota Badan

Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

I P T A R AT

(KPMD), unsur masyarakat, dan Perangkat Desa.

oo g

d. Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan surat kepada
Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah

Desa meliputi :

- penyiapan bahan pembahasan berupa dokumen RPJM Desa;
dan
- penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa

;-__“_____“

REP Desn Wanamulya Tahue 2019 Hal .6




-
)
Poanierital Oeaqg  Vanamalya *

e. Musyawarnh  Desa  dimulai dan  dibuka  oleh  pimpinan
musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3
dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sehagai peserta
Musyawarah Desa.

f. Dalam Musvawarah Desa Penyusunan RKPDesa
- mencermati ulang dokumen RPJM Desa;,

- mencermati sisa kegiatan yang tidak teralisasi pada RKP

Desa;

- menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

dan

- membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan

keahlian yang dibutuhkan.

g. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan
dalam Berita Acara Musdes dilampiri catatan, laporan singkat
Musdes, undangan dan daftar hadir.

h. Berita Acara Musdes yang telah ditandangani Ketua BPD, Kepala
Desa dan wakil masyarakat menjadi pedoman bagi Pemerintah
Desa menyusun Rancangan RKP Desa tahun 2019, dan
Rancangan RKP Desa tahun 2020 dan Daftar Usulan RKP Desa
tahun 2020

2. Tahap Persiapan, meliputi :
a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.
b. Tim Penyusun berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan Paling
banyak 11 (sebelas) orang
¢. Dalam membentuk Tim Penyusun untuk mengikutsertakan wakil
perempuan.
d. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- Pencermatan pagu indikatif desa (ADD, DD, Bantuan
Keuangan, bagi hasil pajak/retribusi daerah);

- Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa (Sumber APBN,
APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Aspirasi Masyarakat
melalui DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab),

RICP Desa Wanamulya Tahun 2019) Hal.7
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¢ Musvawnrnh Desn dimualme dan dibuka  oleh pimpinan

munvawnrnh apabiln daftar hadiv telah ditandatangani oleh 2/3

dar pumlnh undangan vang telah ditetapkan sebaga peserta
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Musvawnrah Desn

[ Daloon Musvawanrah Desa Penvusunan RKPDesa
mencermati ulang dokumen RPJM Desa,

mencermati sisa kepintan yang tidak teralisas pada RKP

Desa;

- menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
dan

- membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan

keahlian yang dibutuhkan.

g. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan

dalam Berita Acara Musdes dilampiri catatan, laporan singkat

Musdes, undangan dan daftar hadir.

h. Berita Acara Musdes yang telah ditandangani Ketua BPD, Kepala
Desa dan wakil masyarakat menjadi pedoman bagi Pemerintah
Desa  menvusun Rancangan RKP Desa tahun 2019, dan

Rancangan RKP Desa tahun 2020 dan Daftar Usulan RKP Desa
tahun 2020

2. Tahap Persiapan, meliputi :

a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

b. Tim Penyusun berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan Paling
banyak 11 (sebelas) orang

c. Dalam membentuk Tim Penyusun untuk mengikutsertakan wakil
perempuan.

d. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pencermatan pagu indikatif desa (ADD, DD, Bantuan

Keuangan, bagi hasil pajak/retribusi daerah);

B T St e T
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- Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa (Sumber APBN,
APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Aspirasi Masyarakat

melalui DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab);
w
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= Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa (Untuk rancangan
RKPD 2019 skala prioritas usulan rencana kegiatan
pembangunan desa pada kolom tahun 2019 );

- Pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes
2018,

- Penyusunan rancangan RKP Desa tahun 2019;

- Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2020

e. Tim penyusun dalam menyusun dokumen RKP Desa berpedoman

pada :

- Hasil kesepakatan Musyawarah Desa;

- Pagu Indikatif Desa (PID);

- Pendapatan Asli Desa (PADesa);

- Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan
Pemerintah kabupaten;

- Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD
kabupaten;

- Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

- Hasil pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen
RKPDes 2018

- Hasil kesepakatan Kerjasama Desa termasuk dalam
perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- Hasil kesepakatan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

f. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKPDesa)
tahun 2019 dengan mengacu pada skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan desa pada matrik RPJMDesa kolom
tahun 2019 termasuk usulan prioritas program dan kegiatan
pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten.

g. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana
Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan

3. Persiapan Musrenbang Desa, meliputi:

a. Kepala desa menetapkan panitia musyawarah perencanaan
pembangunan desa (musrenbangdes).

b. Panitia musrenbangdes dibentuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa. Panitia diketuai oleh Sekretaris Desa

e e e
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serta dibantu oleh  Perangkat Desa lainnya, LLembaga

Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat

Desa (KPMD), dan unsur masyarakat,

c. Panitia musrenbangdes menyusun jadwal dan agenda
musrenbang desa,
4, Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:
oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan

a. pemaparan
pembangunan tahun rencana (2019)
pembangunan tahun lalu (2018) dan tahun berjalan (2019);

b. penjelasan oleh tim kecamatan tentang informasi mengenai

perkiraan pagu indikatif desa tahun 2019 atau perkiraan

serta hasil evaluasi

program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa;

c. Pemaparan Kepala Desa mengenai : (1) Hasil evaluasi RKPDesa

tahun yang lalu (Tahun 2018); (2) Rancangan Awal RKPDesa
tahun Tahun 2019; (3) Rancangan Peraturan Desa tentang
RKPDesa Tahun 2019;

d. Pemaparan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat
yang disampaikan dari beberapa perwakilan unsur peserta.

e. Pemaparan hasil masukan terhadap rancangan awal RKP-Desa

berdasarkan hasil prioritas masalah yang dihadapi oleh

masyarakat desa;

f. pemilahan kegiatan berdasarkan : 1) kegiatan yang akan
diselesaikan sendiri di tingkat desa, 2) kegiatan yang menjadi
tanggung jawab Organiasasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan
dibahas dalam Musrenbang tahunan kecamatan, dan 3) kegiatan
yang akan diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi;

penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan
datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa yang
akan diajukan untuk dibahas pada musrenbangcam dengan
komposisi maksimal 2 kegiatan fisik, 1 kegiatan sosial dan 1
kegiatan ekonomi yang selaras dengan pencapaian visi misi
pemerintah kabupaten.

h. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang

dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di

wilayah kecamatan masing-masing.
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a.

b.

BAB I

BAB II

BAB IV :

BABIII :
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i. Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan serta

anggapan oleh tim kecamatan olch sckretaris desa.

5. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:

Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana  Kerja
Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2019 dalam Lembaran
Desa,;

Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2019.

. 1.6 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Wanamulya Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.4. Visi Misi Desa

1.5. Proses Penyusunan

1.6. Sistematika

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa
Tahun 2018

3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Supra Desa

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa



Peoseroiah [Desa Vanamala !‘

4.2, Proritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan

dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar
Desa dan Pihak Ketiga
4.4, Pagu Anggaran Sementara

BABV : PENUTUP

Lampiran Pendukung :

1.

SEE SIS

e

Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019.

Program rencana Kegiatan Pembangunan vang masuk ke desa.
Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des) Tahun 2020

Pagu Indikatif Desa (PID)

Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.

Catatan dan LaporanMusrenbangdes

Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

Daftar hadir,
Undangan Musrenbangdes dari Kepala Desa

. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
. Daftar hadir Tim Penyusun dan Pembina tk Desa
.Undangan dari Ketua Tim Penyusun RKPDes

. Matrik Rancangan RKP Desa
.SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2019

.Berita Acara Musdes RKP Desa.
.Catatan dan Laporan Musdes

. Daftar hadir

.Undangan Musdes dari Ketua BPD
. Rencana Anggaran Biaya (RAI3)

20.
21,
23,
23.

Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan

Foto Musdes RKPDesa
Foto Musrenbangdes RKPDesa
Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam RKPDes 2019.

RKP Desn Wanamulyo Tahur 20191



RARB 1T
GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2019

Keuangan Desn adalah semua hak dan kewapiban dalarm ranghka
penvelenggaraan  Pemenntahan Desa vang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnva segala bentuk kekavaan vang berhubungan dengan

hak dan kewapban desa tersebut. Pengelolaan keuangan Desa merupakan
Keseluruhan kegiatan vang meliputi
perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
keuangan desa.Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan
keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan
perundangan. maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan
perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan
mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap
tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya
_ dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD
;E' untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja
:': dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai
~ dengan 31 Desember.Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun
E anggaran 2019 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi
desa.Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian - penyesuaian
' secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.Pada tahun 2019

. arah kebijakan Keuangan Desa Wanamulya adalah sebagai berikut :

' 2.1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
vang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa
disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun
sebelumya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang
menjadi Sumber Pendapatan Desa yaitu :

; REP Desn Wanamulya Tahur 2019]] Hal 12



- Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil asset desahasil
swadaya dan partisipatisi masyarakat dan gotong royong, lain-lain
pendapatan asli desa yang sah.

- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN,
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana

Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun

i
i

1
I

II.'
%
i
g
E

18 Kabupaten dan dana desa lainnya yang sah.
s - Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

yang tidak mengikat serta lainnya.

i’
Ty

Adapun asumsi pendapatan Desa Wanamulya Tahun Anggaran
2019 sebesar Rp : 2.780.459.680,00 (Dua milyar tujuh ratus delapan

juta empat raus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh

rupiah) yang berasal dari : Terlampir

. 2.2. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dar rekening desa
yang merupakan kewajiban desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh desa. Belanja
desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan
kewewngan desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor
113/2014 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang
- Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Tak Terduga. Belanja
4 pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya
memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja

modal sesuai dengan kebutuhan desa.
Untuk tahun Anggaran 2019 asumsi Belanja Desa

Wanamulya direncanakan sebesar dengan komposisi sebagai berikut

. Terlampir

RKP Desa Wanomulva Tahun 2019]i Hal :13




Uraian Perkiraan Pe_ndnpatan

Jumlah (Rp)

Kode Rekeplq

2.780.459.680,00

T  PENDAPATAN DESA 9.680,
E, . PENDAPATAN ASUDESA _485.159.680,00
X 11 N Has:l_;l—s,nm s s AU e (109.680,00
11 2| Hasil Aset Desa ] 260.000.000,00,
-------------- WA SWAGAYE QAT PEREH A% NTALYAT VAL
= 13 dan Gotong Royong ....207 "i.ru].(?-r-m-r-'ir-)g-
! 1 ------ ld L.;lnla;nr’-endap.;tan Asli Desa yang sah 12 450.000,00
e DANA TRANSFER 2.295.000.000,00
gl 2 1 Dana Transfer dari APBN/Pemerintah | 1.400.000.000,00
R B 1.300.000.000,00
R 2. Dana Pembangunan Lainnya | 100.000.000,00
...... 2 2 Dana Transfer dari APBD Kabupaten (ADD) | 640.000.000,00
____________ 1. Alokasi Dana Desa (ADD) |...__.575.000.000,00 |
h ) ) 2— éé};ﬂané;amaﬁl%jak dan hétrﬁbusi_Daerah __________ 65.000.000,00 |
| 3 Bagion BagiHasi Tanch Pencigian | |
f1 2 B Bantua;-lgéuangan --------------------------- 255.000.000,00 |
1. Bantuan Provinsi ) 55.000.000,00
______________ 2. Bantuan Kabupaten 200.000.000,00
1 2 4 Dana Desa LainnyayangSah | 7
13 PENDAPATAN LAIN-LAIN o . _
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
""""""""""" '"""K'g%g-fgcrjl?#rtgsrqgﬁ}m1mrarrgm-oarrrma-g--«- e —
1 3.2 Ketiga yang Tidak Mengikat .




- 2|90

j ( Masyarakat Desa (BBGRM)
o\ 4 v v

1 303 Penvelenggaraan Festival/Lomba Kepe mudaan dan 5.000.000

Olah Raga tinpkat Desa I

' 3]06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Ke pmnmlnnn/I\Iuh 5.000.000
- Qlah Raga S : )

| 4/02 [Pembinaan LKMD/LPM/LIPMD _ i 10,000, (00)

4/03 |Pembinaan PKK 25,000,000

404 |Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 25,000,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

3|01 |Peningkatan kapasitas kepala Desa 5.000.000
3|02 |Peningkatan kapasitas perangkat Desa 30,000,000
| 3|03 |Peningkatan kapasitas BPD 10.000.000)
| 602 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang 5.000.000

Bl

Melestarikan Dan Mengembangkan (:.T\rinnp, Rt)‘ml.l;{

5.000.000

dilaksanakan oleh Desa)

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN
DARURAT DAN MENDESAK DESA

0

JUMLAH

2.780.459.680




o

Araly kebinkan Belanm Deasa pada tahun 2009 ¢ tink heratkan

pada hal ~hal berikut im .

a  Tata kelola pemermtahan dean vang haik,

b Peningkatatnn  Kesejahteraan  dan Petnenuhan  Hale  Dasar
Masvarakat

C Pembangunan Infrastruktur  dasar  penunjang  Kesehatan
Pendidikan dan perekonomian masyarakat yang berlkelanjutan,

d.  Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar herbasgis
teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa
& perekonomian masyarakat.

e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur

Pemerintah Desa.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun -
tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKPDesa Wanamulya
tahun 2019, Pemerintah desa baru dapat menyajikan kebijakan
pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA
tahun 2018 dikarenakan belum tersusunnya laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Wanamulya tahun 2018.

Adapun asumsi kebijakan pembiayaan desa diperkirakan sebesar Rp
50.000.000 yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan
sebesar Rp 50.000.000 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaraan

Pembiavaan guna Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar

50.000.000.

RKP Deso Wanamulva Tahu 2019)| Hal : 14
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[
Vaprrdived

P

o Uralan Perkiraan Pembiayaan Jumlah (Rp)

Rekening

i PEMBIAYAAN | S’
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

31 1 Sisa Lebuh Perhitungan Anggaran (Sil.PA) Tahun Anggaran

‘ Sebelurvoya

3137 Pencaan Dana Cadangan T

3.1, 3. [ Hasil Ponualan Kek

3..1..4 [ Penerimaan Pinjaman Desa
.15, | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.1 6 | Penerimaan Piutang Desa
3..1..7. | Penerimaan Kembal Pokok Penyertaan Modal

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50.000.000,00
3 2 1 | Pembentukan Dana Cadangan

PEMBIAYAAN NETTO

(50.000.000,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

(SILPA)

RKP Desa Waonamulya Tahu
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BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 prioritas

permasalahan desa dihasilkan dengan melakukan kajian yang dilakukan
pada musyawarah desa. Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa,
bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga
disebabkan permasalahan makro, baik di tingkat kecamatan, kabupaten,
provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin
besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai
dengan sumber penyebab masalah beserta potensi untuk mengatasi
permasalahan tersebut secara partisipatif. Dalam penyusunan Rencana
kerja Pemerintah Desa Wanamulya secara garis besar prioritas masalah
vang harus diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA

TAHUN 2018

Evaluasi pelakanaan pembangunan pada RKP Desa

merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah
desa yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan
penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data
vang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan enjadi
lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya

vang jelas.
Program pembangunan desa yang direncanakan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya tahun 2019 merupakan
penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Wanamulya tahun 2016 — 2021.

Berdasarkan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan

pembangunan tahun 2018 perencanaan tahunan (RKP Desa), masih
terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode
berikutnya maupun rencana satu tahunan pada tahun 2019,
dilakukan melalui analisa terhadap keseuaian antara program dan

tan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2019

kegia
018. Dari

dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2
hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai

berikut

3.1.1.Kegiatan dalam RKPDesa 2018
Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa

Wanamulya Tahun Anggaran 2018 mengacu pada RPJM Desa




Pevnpemtal Desa  Langemidya W

Tahun 2016 -~ 2021, Dalam rangka penyusunan  kegiatan

i pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN,
s APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, ADD,  serta
swadaya.

Kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Wanamulya tahun
2018 masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan,
diantaranva adalah :

it 1. Bidang pengembangan wilayah/ fisik
E Untuk pembangunan yang direncanalan tahun 2018 tapi
tidak terlaksana maupun belum terlaksana secara tuntas
adalah :

a. Pengaspalan Jalan Rambutan Dusun Kemlaten

- Permasalahan : alokasi Dana kurang

- Rekomendasi : direncanakan tahun 2019

b. Pembangunan Talud Jalan langsep
- Permasalahan : alokasi dana kurang
- Rekomendasi : direncanakan tahun 2019

c. Pembangunan sender & normalisasi kali krasak
- Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
- Rekomendasi : direncanakan tahun 2019

2. Bidang ekonomi
1 Untuk Tahun 2018 pembangunan di dibidang ekonomi yang

belum terlasana :
a. Pelatihan Ketrampilan bagi masyarakat

- Permasalahan : Tidak ada aloksi Dana
- Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2019

b. Pengelolaan BUMdes

- Permasalahan : Alokasi Dana Kurang
- Rekomendasi : direncanakan tahun 2019

3. Bidang sosial & budaya

Untuk pembangunan di bidang sosial budaya yang belum

dilaksanakan antara lain :

a. Belum terlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni
untuk 10 Rumah Sasaran.

- Permasalahan : Belum tercapai, alokasi dana terbatas
- Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2019

RKP Desa Wanamulya Tahur 2019|| Hal :17
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b, Pembangunan janmban keluarga

Permasalahan © alokasi dana tidak mencoloapi

Rekomendasi dilanjutkan tahun 2019

3.1.2.Kegiatan dalam APBDesa 2018

Kegiatan vang direncanakan dalam APBDesa Wanamulya tahun
2017 beserta perubahannya masih ada beberapa kegiatan yang,

belum dilaksanakan, diantaranya adalah :

1. Bidang Pengembangan Wilayah/Fisik
a. Kegiatan : Pembangunan Gedung PAUD
Permasalahan :Tidak ada alokasi dana
Rekomendasi :direncanakan tahun 2019

b. Kegiatan ¢ Peningkatan Drainase &
Lingkungan Dusun [ dan 2
Permasalahan: Alokasi dana kurang
Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2019
2. Bidang Pengembangan Sosial dan Budaya

a. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas BPD
Permasalahan: Tidak ada alokasi dana
Rekomendasi : direncanakan tahun 2019

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDESA

jalan

Berdasarkan Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 tahun
2015 tentang RPJM Desa Wanamulya Tahun 2016 - 2021, pada

Tahun 2019 prioritas kegiatan dari analisis potensi

permasalahan yang harus diselesaikan meliputi :

dan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (boleh berbentuk

]

landscape)

A ; ]
[ K Masalah Penyebab | Potensi A.lternatlf IAEEES i
o Tindakan | yang Layak |
L |
| | Tata kelola Lemba :
| ' , Kurangnya & Pelatihan Pelatihan
|, | pemerintaha a dan . .
: kemampua Peningkata | Peningkata
5 ‘ 1y el n aBetewy n kapasitas ' n k itas
| maksimal Desa pasitas apasita
e
b. Bidang Pembangunan Desa
N | Masal | Penyebab [ Potensi [ Ajternatif | Tindakan yang

RKP Desa Wanamulya Tahe 20190
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" ol ah
; | Kekerin
l ‘ ' 8 Gotong |
! | Petani | an,
v o royong,
|1 susah [irigasi
| . ; kelomp
[ | air tidak .
ok tani
lancar
PKK & | Tidak Lembag
BIPD adn a PKK
2 | belum |ruang & BPD
masim | sekretari
al at

Pomprmindy Desa Vanamadyad w

Tindakan

Pembuntan

Sumur i

Pembangunan/r
chab ruang PKK

& BPD

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No Masalah
Pelayanan

| kesehatan
belum
memadai

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

T -

Masalah

Pengurus
lembaga
kemasyarakata
n belum
beefungsi
dengan baik

Penyebal

Kurangnya
sarpras
dan kader
kesehatan

Penyebab

Kurangnya
kemampua
n

Posyandu
& PKD

Potensi

Potensi

Penguru
S
lengkap

rdalam | Sun

Layak

Pembuatan

iar air dalam

Pembangunan/r
ehab ruang PKK

& 13PD
" Alternatif | Tindakan
Tindakan | yang Layak
Peningkatan | Peningkatan
sarpras dan | sarpras dan
pelatihan pelatihan
kesehatan | kesehatan
kader kader
Alternatif | Tindakan
Tindakan | yang Layak
Pelatihan Pelatihan
peningkata | peningkata
n kapasitas | n kapasitas

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN

SUPRA DESA.
RKP Desa

sebagai

salah

satu

kesatuan

mekanisme

perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses

penyusunannya

tetap harus memperhatikan prioritas kebijakan

pembangunan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah
tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.
Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa Wanamulya tahun 2019
benar benar dapat mendorong terwujudnya visi misi desa secara

menyeluruh.




Eeanenntol Disa Vol fw

Berdasarkan — analisis — kebijnkan desa,  maka

pembangunan tahun 2019 diprioritaskan pada kegintan-kegiatan yang

supra

secara efektif mampu mengurangl tingkat kemiskinan dan
meningkatkan pendapatan masyarakat melalul optimalisasi
pembangunan sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan.
N[ T Alternatif Tindakan
r Dny e 1
o Masalah | Penyebab Potensi sifiitn yang Layak
- |Banyak | '
tanah ' Pernbuat Pembuatan | Pembuatan
warga yang SHBUALR | Tanah sertifikat sertifikat
1 n mahal -
A belum milik tanah tanah
3 ! dan lama ) .
3 bersertfika | murah murah
\' t |
Proses I S
KBM | Belum ada | Lahan, Pembanguna | Pembanguna
2 | PAUD | gedung Guru n Gedung n Gedung
belum ' PAUD murid PAUD PAUD
“ maksimal ‘
‘ 7 Banyak J 7 7lk<gldl;ﬁ'bork o T
% usia Tidak ad B d .
g : 1 1 & .a emuaa Pelatihan Pelatihan
: 3 | produktif |ketrampila | dan . ;
| ketrampilan | ketrampilan
mengangg ' n usaha masyarak
£ ur i at
. L ‘ 5 -
i
~ 3.4. IDENTIFIKAS] MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN
DARURAT
§ Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan

respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak

diharapkan yang mengakibatkan

lingkungan,

Dari

kajlan analisa keadaan

kematian,

darurat dilakukan

kerusakan

fisik dan

dalam

lokakarya TIDAK/ditemukan keadaan darurat yang harus segera di
tangani. Adapun kemungkinan keadaan yang memungkinkan dapat
menimbulkan masalah bagi masyarakat Desa Wanamulya pada tahun

2017 adalah terkikisnya dinding Sungai

Comal

schingga perlu

dibangun dinding penahan aliran rob maupun dari luapan Sungai

Comal.
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BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA

Rencana  prioritas  program dan  kegiatan  indikatif
pembangunan Desa Wanamulya yang tersusun dalam RKP Desa
tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada potensi desa dan
permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah dan
disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas
program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun
2019 diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD
dan APB Des diharapkan benar - benar efektif untuk menanggulangi
permasalahan di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak-
hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan
dan lain sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara
langsung pada pengurangan kemiskinan pada skala desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Wanamulya,

secara rinci dikelompokan sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA

DESA
Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan

pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa,
kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran
desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai

sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala

desa tersebut meliputi :

(Isi kegiatan Prioritas Skala Desa yang direncanakan tahun 2018, untuk
yang rutin ndak usah dicantumkan, biarkan di matrik saja)

| No Kegiatan Lokasi | Volume }
1 Bidang Pemerintahan ;
a. Pelatihan Peningkatan kapasitas Desa 1 Paket |

: b. Enty data Prodeskel Desa : L-l—lp’-;Eet

c. Entry Data Siskeudes Desa 1 Paket

[ d. Musdus dan Musdes o Desa | 1 Paket

SRR S Hal : 21
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i
|

% |
YA

i Sernifikas Tanah Kas Daean Desa 1O hidang |
" I 1
Mdang Pembangunan Desa

n Peningkatan Jdalan Dean FW L 900 x dm’
| | | |
b Pemelinarann Jalan Lingkungan Gang, RFW | 8 2000 m’
3 " | Duan ”
. Rehab/Pembangunan Drainase 4 1 200 m
: - 1} l
d. Pembangunan Gedung PAUD Dusun 1 [ 1 unil
l — - - 1] ;
le. Pembagunan jalan usaha tani | Desa | paket

. Bidang Pembinaan Kemasvarakatan

a Rehab Rumah Tidak Lavak Huni | Desa [ 10 unit

[
I
(= —

). Pembangunan jamban keluarga Desa 50 unit

‘ Bidang Pemhf’rdavqan Masvarakat |

L SR (TP SRS —

'a. Pelatihan kapasitas PKK Desa 2() org
D. Peningkatan sarpras dan Kader Pieea 4 vt |
Kesehatan J f

4.2, PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA

PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa tahun
2019 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan
yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Wanamulya
tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini
disebabkan karena pertama kegiatan tersebut secara peraturan
perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan
desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan
yang ketiga, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara
mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainya.

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan
tersebut adalah :

(Masukkan kegiatan yang akan terdanai  baik dari hasil
Musrenbangkab maupun program-program bukan skala desa yang
masuk ke desa, Kegiatan yang ada desa yang tidak masuk dalam
APBDes baik dari APBD maupun APBN)

=

[No | Kegiatan Lokasi | Volume —l
' 1 | Bidang Pemerintahan ' -
| o — 1200 |
' a. Sertifikasi Tanah Masyarakat Desa 1
bidang

E
|
!
'5
£ -
}_ : 2~
;

| Bldani, ]’emhan;,unan Desa
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C Wanamul |
n. 'eningkata Jalan Poros Desa ya | 2000 m’
Mengroni |
i |
. lok ‘
b, Pembangunan Sumur air dalam , 2 unil
[ Dinuk [
|
. Hitl:mg Pembinaan Kcill:ls_\-'m'nk;nnll [
. SR |
a. Penyuluhan keschatan | Rw 4 20 unil
S B (S—
| b. Pelayanan KB ‘ Desa 25 org
‘Bidang Pemberdayaan Masyarakat
| ‘ | B
a. Pelatihan lembaga kemasyarakatan | Desa 4 paket
- S — o S
b. Pemberi: sahs Desa '
| berian Modal Usaha —JI 8 xelotpok |

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA

KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA.

Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan
bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama
Desa yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa
dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan
usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan

mencegah ketimpangan desa.

Kerjasaman desa dengan desa lain dilakukan sesuai
kewenangannya yang meliputi  bidang  penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang
Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi = Peningkatan
Perekonomian  Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan
Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketentraman dan
Ketertiban, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat
Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tenaga
Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa, dan lain-lain kegiatan yang
menjadi kewenangan desa.

Adapun Rencana prioritas program dan kegiatan
pembangunan desa tahun 2019 yang akan dilakukan dengan
kerjasama dengan desa lain adalah :

1. Pembangunan Petilasan Sumur Melati antara Bojongnangka

dan Wanamulya
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan antara Tambakrejo dan

Wanamulya

3. Pemeliharaan saluran irigasi antara Mengori-bojongnangka-

sewaka-tambakrejo dan banjarmulya

RKP Deso Wanamulya Tahur. 2019)] Hal :23
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4. Pengendalian  ketertiban  dan - keamanan tdengan  desa
Tamakrejo, Mengori, Bojongnagka dan Banjarmulya.
Sedangkan vang direncanakan kerjasama dengan pihak

ketiga adalah

1. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa denpgan  Fakultas

Teknik Geodesi Universitas Diponegoro.
4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayal program
dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan
pendapatan Desa Wanamulya yang yang diuraikan komposisinya

sebagai berikut :

a. Pendampatan Asli Desa Rp 528.459.680- (20%)
b. Dana Transfer Rp 2.252.000.000,- (80%)
c. Pendapatan Lain-lain RO sormpmmsunien .- (...%)

Dengan komposisiperkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi -
Misi desa dapat segera terwujud.Penetapan perkiraan anggaran
serta belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun
i 2017 ini dilakukan melalui kesepakatan pada pelaksanaan
Musrenbangdes RKPDesa. Hasil kesepakatan secara garis besar

perkiraan belanja dalam RKP Desa Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan

a. Swakelola Rp.2.780.459.680 (100%)
: b. Kerjasama Desa Rp.ooiiiiiinn (...%)
5 c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp........... (%)

2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang
a. Penyelenggaraan Pemerintah  : Rp 852.459.680  (30%)

b. Pembangunan Desa :Rp 1.718.000.000 (63%)
c. Pembinaan Kemasyarakatan  : Rp 160.000.000 (5%)
d. Pemberdayaan Masyarakat : Rp 50.000.000 (2%)

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa
tahun 2018 tercantum pada Matrik RKP Desa Wanamulya
Tahun 2018 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahun sebelumnya serta mengacu pada prioritas tahunan yang
diamanatkan dalam RPJMDesa Wanamulya Tahun 2016 - 2021

(matrik terlampir)

B
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FENUTUP

Rencanna Kerja Pemerintah (RKPY Deaa Wanamulva Tahun
JOTR  merupakan  penjabaran  tahun  pertama  cdari Fencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (REVMDes) tahon 20106 2021
vang memuat rancangan prioritas penvelenggaraan pembarngunan
desa. Daflar Rencana Usulan Kegiatan. Pagu Indibatif Desa dan
Rencana Anggaran dan Belanja. RKPDesa Wanamulva menjaci
pedoman dalam penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Wanamulya tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Desa vang discpakati harus
menjadi acuan pemerintahan desa maupun masvarakat termasuk
dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan desa.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan
kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip
prinsip efisien, efektif, transparan. akuntabel dan partisipatif mulai
dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal
tersebut juga akan akan lebih menjamin keberlangsungan
pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala
seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masvarakat tidak

memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar - benar
partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyvarakat akan
mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian
desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di
akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penvusunan
APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

KEPALA DESA
WANANUTY

RKP Deva Wanamulya Tahun 1019 Hat :25
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PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2019

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!

WANAMULYA
PEMALANG
PEMALANG
JAWA TENGAH

Indikatif Program/
Hegiatan Desa

Dana Desa
(APBN)

Sumber Dana Indikatif

Alokasi Dana
Desa

[ D;;; Ibnglun darl
hasil pajak dan
rotribusl

|Pemerintahan Desa

§ ‘Penyt;d}gn‘\]amit;;n-go_s_{éi_

_|Peranokat Desa

_|perlengkapan perkantoran,

BIDANG
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berisi
sub bidang dan kegiatan
yang digunakan untuk
Sub Bidang
Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional

Penvediaan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa

Penyediaan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa

bagi Kepala Desa dan

Penyediaan Operasional
Pemerintah Desa (ATK,
makan-minum, Honorarium
PKPKD dan PPKD,

A6, 200,000

298 R20.000

50.000.000

Penyediaan Tunjangan BPD

20,000,000

Penyediaan Operasional BPD
(Rapat-rapat (ATK, makan-
minum), Perlengkapan
Perkantoran, Pakaian
Seragam, Listrik/Telpon,
Perjalanan Dinas)

10.000.000

Penvediaan
Insentif/Operasional RT/RW

18.000.000

Penyediaan Penerimaan
Lainnya yang sah Kepala
Desa/ Perangkat Desa

15.000.000

Sub Bidang Sarana dan

Prasarana Pemerintahan
Desa

APBD Provinsl

Dantuan keuangan

APBD Kalmpaten




|Pencatatan Sipll, Statistik

Jdesaite

A Partsinatifl

Penvediaan sarana (aset
tetap)
perkantoran/pemenntahan

Pemehharaan
Gedung/Prasarana Kantor

| Desa

[Pembangunan/ Rehabilitas/
{Peningkatan

Cadiian i Drannnnma 1 amban
Sub Bidang Administrasi
Kependudukan,

Pelayvanan administras:
Umum dan kependudukan
(Surat Pengantar/ Pelayanan
KTP. Akta Kelahiran. Kartu
|Keluarga, Akta Kematian,
SIM. Pindah-Datang, dan
Keterangan Domisil)
Penyusunan/Pendataan/Pem|
utakhiran Profil Desa (profil
kependudukan dan potensi

Pengelolaan Administrasi
dan Kearsipan Pemerintahan
Desa

[Penyuluhan dan Penyadaran |

Masvarakat tentang

Pemetaan dan Analisis
Kemiskinan Desa secara

Sub Bidang Tata Praja
Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan
dan Pelaporan

25 000 1M

A.000.000

2.000.000

2000000

Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes,

5.000.000

Musrenbangdes/Pra-

Penyelenggaraan
Musvawarah Desa lainnya

5 000.000

PORUR NN

(Musdus, rg:mbug warga.,

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Desa
(RPJMDes/RKPDes,dll)

5.000.000

Penyusunan Dokumen
Keuangan Desa (APBDes/
APBDes Perubahan/ LPJ
APBDes, dan seluruh
dokumen terkait)

5.000.000

laporan akhir mas&jaba_l_a_n_,_

Pengelolaan/ Administrasi/In
ventarisasi/ Penilaian Aset

Desa

Penyusunan Kebijakan Desa
(Perdes/ Perkades - diluar
dokumen Rencana
Pembangunan/Keuangan)

5.000.000

5.000.000

'ﬁgnw;h_m Laporan Kepala
Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, (laporan
akhir tahun anggaran,

5.000.000




Pevigembinnigan tisie,
Infetimnes [iesn

Kovtinam / Kergnantmn

Fevvelonigrnrann
Dubingan Pelaksanann dan

Somnlinasi Mikaden,
Penvelenggarann Lambn

nntor kewilnvalian dan
Panyuminan dan Panietapan

Btandar Batuan Harea Desa
Penyelenggnrann Pengadann,

Penvanvkatan dan

Penyelenggarann Evaluan)
Tinekat Petkembonean Desn
Bub Didang Pertanahan

Sertifiknm Toanah Kan Denn
Adimimistienn Pertanahon
(Pendaltaran Tanah, dan
Parmberinn Regintram Agendn
Pertanabinn)

Famlnnn Sertifikani Tanah
untule Maayarakat Minkin

Mediani Konflik Pertanahan

Penyuluhan Pertanahan
Admminstrani Pajak Burni
dan Bangunan (P13
Pcnr'nulnn]Pr:ncgnmm/l’rrrnl)
angunan Batan/Patok Tanah
Denn **

Pengndann/ Pelepasan Tanah
Kas Desnt .
Kempensasi/Ganti Rug;
Lahan terdempak

Pembangunan__
Jumbah |

BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa berisi
sub bidang dan kegiatan
dalam pembangunan
pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umurn, dan lain-

1

" 10,000,000

lain. juga terkait dengan
pembangunan non fisik
seperti pengembangan dan
pembinaan, bidang ini
mencakup:
.I;;nyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA[TPQ/Ma
drasah Non-Formal Milik
Desa*' (Bantuan Honor
Pengajar, Pakaian Seragam,

Dukungan Penyelenggaraan
PAUD (APE, Sarana PAUD,
|dst)
Penyuluhan dan Pelatihan
Pendidikan bagi Masyarakat

"|Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana

Perpustakaan /Taman
Bacean Desa/Sanggar
|Belarar Milik Desa ** -
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma

Onerasional. dsth -

drasah Non-Formal Milik
ADesn"’ :

-

T 890.950.640 |

R R ]

30.000.000

18.000.000

20000000 |

150 000 000

150,000,000 |

160000000




_|dan Belajar

_MPMTAS) |

fbatape__ ]
_|Sub Bidang Kesehatan

Pembangunan/Rehalulitas/
Pemngkatan / Pengadaan
Sarana/Prasarann/Alat
Pernpa Edukanf (APE)

PALD/

TK/TPA/TRA/TPQ/ Madrasah
Nen Formal Milik Desa*?

l‘mn!mm:mmn,fRelmbnlm\m/
Pemingkatan Sarana
Prasarana
Perpustakann / Taman
Bacaan Desa/ Sanggar
Relaiar Milik Neantt
Pengelolaan Perpustakaan
Milik Desa (Pengadaan Buku-
buku Bacaan, Honer Penjaga
untuk Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa)
Pengembangan dan
Pembinaan Sanggar Seni

Dukungan Pendidikan bagi
Siswa Miskin/Berprestasi
Pengelolaan dan Pembinaan |
Anak Sekolah Melalui
Pemberian Makanan
Tambahan Anak Sekolah

Dukungan Sarana Prasana
Pendidikan
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma
drasah Non-Formal Bukan
Milik Desa (dalam bentuk

Penyelenggaraan Pos
Kesehatan Desa
(PKD)/Polindes Milik Desa
(Obat- obatan; Tambahan
Insentif Bidan Desa/Perawat
Desa; Penyediaan Pelayanan
KB dan Alat Kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin, Alat
Kesehatan, dst)

Penyelenggaraan Posvandu
{(Makanan Tambahan, Kelas
Ibu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyandu)

JEHY MM ANKD

5.000.000

1.2.000.000

“|Penyelenggaraan Desa Siaga
|Kesehatan

Penyuluhan dan Pelatihan
Bidang Kesehatan (untuk

Masvarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan)

Pembinaan Palang Merah

_|Remaia (PMR) tingkat desa |

Pengasuhan Bersama atau
Bina Keluarga Balita (BKB)
Pembinaan dan Pengawasan
Upaya Kesehatan Tradisional

10,000,000

lbady B

Pemeliharaan
Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD/Pos

5.000.000

bindu'*
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana

Posyandu /Polindes/PKD/ Pos

5.000.000

SRR




_{Berkebutuh
|Miskon____

~{Hidup Bersih dan Sehat

|Pemcliharaan Jalan Desa

Pemantauan dan
Pencegahan
Penyalahgunaan Nag kobn
dan Zat Adiktf Di Desa

Fasihitas; Pelayanan
Pencegahan dan
Pennnggulnngnn Penyalat
Menular dan Endemik
Pembangunan dan
Pengelolaan Apotek Desa .
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Tanaman Obat
Kelunrga oo |
Fasilitasi Pelayanan Bagi
Masyarakat / Anak

Kebutuhan Khusus |
Fasilitasi Pelayanan
Keschatan Bagi Masyarakat

Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan

Penyediaan Fasilitas
Kesehatan {Mobil
|Siaga/Ambul
Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan (Mobil

Sub Bidang Pckerjaan
Umum dan Penataan Ruang

|Permukiman/Gane |
Pemeliharaan Jalan Usaha

_|Milik Desa

“[Pemeliharaan Pemakaman

_|Jalan Desa **

_|Jalan Usaha Tani **

_|Jembatan Milik Desa**

Pemeliharaan Jalan
Lingkungan

Tani
Pemeliharaan Jembatan

Pemcliharaan Prasa;a.t;' ]
Jalan Desa (Gerong-gorong,
Selokan, Box/ Slab Culvert,
Drainase, Prasarana Jalan

lain) S

Pemeliharaan
Gedung/Prasarana Balai
Desa/Balai Kemasyarakatan

Milik Desa/Situs Bersejarah
Milik Desa/Petilasan Milik
Desa R
Pemeliharaan Embung Milik
Desa :
Pemeliharaan
Monumen/Gapura/Batas
|Desa

Peningkatan/ Pengerasan
Pernbanguna.nf Rgl.a—bi_l.i-t._as_i_'l_
Peningkatan/Pengerasan
Jalan Lingkungan

lan Desa) |

Siaga/Ambulan Desa] |

200 000.000 |

Pembangunan/Rehabilitasi/ |

2 000.000

200.000.000

8O 000.000

\Penpukiman/Gane **
Pembangunan/Rehabilitasi/

Peningkatan/Pengerasan

Pembangunan/ Rehabiﬁl:éi/
Peningkatan/Pengerasan

Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan Prasarana
Jalan Desa (Gorong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert,
Drainase, Prasarana Jalan

lain) **

200.000.000

|- isvon oo |

1O Oy

200.000.000




_|Resapan Milik Desa

Peansbiang Wnan  Relyvalali g e/
Pevimgkotan Nalag

Pewa/ Hala
hernaviakatan '
!‘rnﬂ‘nl\l;\lllmn'1\'P||-\|-|I|I-|mf
Penmgkatiag Pemakaniinm
Ml Dpan BRI ey avgngnh
MibK Dean/ Petilnan

N /
Pembuiatan Pematakdin

I Wilavah din Somal

Dern ¢

"|Sub Bldang Kawasan
_|Permukiman
Dulmngnn pelaksanaan

dvalidasil__ SRR

7 Pcfheliﬂhr_e.aﬁ‘gﬂsllrn‘gé:1

|{pipamisasi.) R

|pemeliharaan Fasilitas

¥,
Penvusunnn Dokvnien
Perencanann Tata Runng
Desi

l‘el:nl'nnkmmn/l\'nhnlnlllumf
Penmghatan l*mhung Denn +¢

l‘rmhmu\mmn/l\e]u\huhlnm,f
Pemingkatan

Monvine n/Gapura/ Dntas
Desa ** :
Pemelitharann Tarap/
Bromong/ Talud/ Tanggul

Dern’* (kewenangan dean}
Pemeliharann Sarann

Prasarana Olah Raga/
Gedung Serba Guna
anhnnmman/kehnbdunm!
Peningkatan
Turap/Bronjong/ Talud/
Tangau!l Desa** (kewenangan
LT | P
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan Sarana
Prasarana Olah Ragn/
|Gedune Serba Guna
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan
Geding/Prasarana Balai
Desn/Balm Kernaaynruknmn

program
Pembangunan/Rehab

Rumah Tidak Layak Hum
(RTLH) GAKIN (pemetnan.

Pemeliharaan Sumur

Pemeliharaan Sumber Air
Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Penampungan
Air Hujan/Sumur Bor)

Air Bersih ke Rumah Tangga

Pemeliharaan Sanitasi
Permukiman (Gorong-
gorong, Selokan, Parit., di
luar vrasaranaialanl__
Pemeliharaan Fasilitas
Jamban Umum/MCK umum

Pengelolaan Sampah
Desa/ Permukiman
(Penampungan, Bank
Sampah, Kendaraan
Pengangkut Sampabh,
Gerobak Sampah, Mesin

Pengolah Sampah Tong J

1Samrahl

180000001

CEOR L]

FUNF IR

Vot iy

3000000030




{Samnahltt

Peinehharaan Sistenn

iDamane, A limbah
Rusnah Teneeal
Peraehbharnan

Taiman/ Tamnan Bermmn
Annlk Miik Deen
1‘v-|~1!-nnmmnn_jh‘rlmlnhmmf
Peompghaton Sumn
Resapan **
I‘r-mlmng\nmn/l\‘rlml“hlnsu’
Peringkatan Sumber A
Bermh Milk Desa (Mata

Air/ Tandon Penampungan
Au Huyan/ Sumur

Bor/ Sumur Gah)**

PrmlmngunnnfRclmbnhtnsi]
Pemngkatan Sambungan Air
Bersih ke Rumah Tangga
(prpanmisasi) **
Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan Sanitas;
Permukiman (Gorong-
gorong, Selokan, Pant., di
luar orasaranaialanl **
Pembangunan/Rehabilitas/P
emngkatan Fasilitas Jamban
Umum/MCK umum dl| **

Peningkatan Fasilitas
Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman
(Penampungan, Bank
Pembangunan/Rehabilitasi/
Penmingkatan Sistem
Pembuangan Air Limbah
(Draunase, Air limbah

Rumah Taneeal** =~

Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan Taman /Taman
Bermain Anak Milik Desa**

l‘rl.“.\m.\g,\n A Ly |

Pembangunan/Rehabilitasi/ |

S0.000. 004

Ei&ungm Pelaksanaan
Program Jambanisasi untuk

| Keluarga Miskin

1 20.000.000

Penyediaan Kendaraan
Pengangkut Sampah,
Gerobak Sampah, Tong
Sampah, Mesin Pengolah

Samnpah

__|Listrik/ Penerangan Desa

Pemeliharaan Jaringan

Pembangunan/Rehabilitasi/

_|Hidup Desa

1Jalan Desa

Peningkatan Jaringan

"|Sub Bidang Kehutanan dan

|Linglungan Hidup

Pengelolaan Hutan Milik
Desa

Pengelolaan L:'.ngku_riga.n

Pelatihan/Sosialisasi/Penyul
uhan/Penyadaran tentang
Lingkungan Hidup dan
 Kehutanan

Pembangunan Terasering
Pada Daerah Rawan Longsor

Sub Bidang Perhubungan,
Komunikasi, dan
Informatika

|Pembuatan l?a;su_;am“bu di




Penvelengraraan Informas [
Pubilk Desn (Mieal

Pembuatan Poster/ Rahhe
Informast penetapan/ LA

APB Des untuk Warga,
Webzite Desa, Koran Desa)

Pengelolaan dan Pembuatan
Janngan/lnstalas:
Romumkas: dan Informas:
Lokal Desa

Sub Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral
Pemelitharaan Sarana dan
Prasarana Energ Alternatf
Junekat Desn )
Pembangunan/ Rehabilitasi/
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Energi Alternatif

unekatDesa**
Pengembangan dan

Pengeloloan Sarana dan

Sub Bidang Pariwisata
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pariwisata Milik
Desa . i
Pembangunan/ Rehabilitasi/
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pariwisata Milik

Tingkat Desa

Bl‘ﬂ-‘:auDLFlmu!LAlinm.nuI__ i

_Jumlah Il N

150.000.000

~240.000.000

BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan
kemasyarakatan berisi sub
bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta
dan kesadaran masyarakat
/lembaga kemasyarakatan
desa yang mendukung
proses pembangunan desa
yang mencakup:

Sub Eldnng ketentraman,
Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat

Pengadaan/Penyelenggaraan
Pos Keamanan Desa
(pembangunan
pos,pengawasan
pelaksanaan jadwal

_Jranda (oatrol dil) **
Penguatan dan Peningkatan
Kapasitas Tenaga
keamanan /Ketertiban oleh
Pemerintah Desa
(SATLINMAS Desa)

Koordinasi Pembinaan
Ketentraman, Ketertiban,
dan Pelindungan
Masyarakat (dengan
masyarakat/instansi
pemerintah daerah) Skala
Lakal Nesa SHOIE

Pelatihan
Kesiapsiagaan [Tanggap

Penyediaan Pos
Kesiapsiagaan Bencana

Bencana Skala Lokal Desa __|

_ISkala Lokal Desa |




e

St ofud n iy

T

Kabupaten/Kota

Bantoan Mk Untuk
Aparatur Desn dapy
Masvarakat Miskp
I‘rlnnlmnll‘r-n_\mh:hnnIRumn
hisas Kepada Mnu_\'m'nkm 3]
Bidang Hukum dan

b P O, L R T
Dukungan Pembinany
Keamanan, Ketertiban, dan
Ketentraman Wilayah dag
Masyarakat Desa (Seragam
dan Op Linmas, BABINSA
BABINKAMTIBMAS)
Sub Bidang Kebudaynap |
dan Keagamaan

Pembinaan Gr‘orx;‘)"l-\'esér;ivi\-h i
dan Kebudayaan Tingkat
Desa

Pengiriman Kontingen Group
Kesenian dan Kebudayaan
sebagai Wakil Desa d;
tingkat Kecarmatan dan

Penyelenggaraan Festival
Kesenian,

Adat/ Kebudayaan, dan
Keagamaan (perayaan hari
kemerdekaan, har besar
keagamaan) tingkat Desa

Pemeliharaan Sara.na dan
Prasarana
Kebudayaan/Rumah
Adat/Keagamaan Milik Desa
i

Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat
[Kearamaan Milik Desa ** |

Melestarikan Dan
Mengembangkan Gotong
Royong Masyarakat Desa
[BBGRM)

'Pembanéu;erm_/. Rehabi htasa/ 1

Dukungan Pengelolaan

Sub Bidang Kepemudaan

Pengiriman Kontingen B
Kepemudaan dan Olah Raga
sebagai Wakil Desa di

tingkat Kecamatan dan
Kabuvaten/Kata

Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemudaan (Kepemudaan,
Penyadaraan Wawasan
Kebangsaan.) tingkat Desa

Penye!egg—g—aTaan N
Festival / Lomba
Kepemudaan dan Olah Raga

tinekat Desa_

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kepemudaan dan
Olah Raga Milik Desa**

;eTn]JInéénT(ﬁr@g

Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kepemudaan dan
Olah Raga Milik Desa**

Taruna/Klub
Kepernudaan/Klub Olah
Raga

|Masyarakat

Sub Bidang Kelembagaan |

Pembinaan Lembaga Adat _




e

s

P AR P T A e,

Pembinaan
LKMD/LPM/LPMD
Pembinaan PKK
Pelatihan Peminnnagn
Lembaga Kemnsyag nkntagy
Pembentukan Lembnga
Kemnsynrakatan
Pembentukan dan
Dukungan Fasilitngg Kader
Pembangunan dan

e
Pember g::t'\xlnlru\mmkal

BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

Bidang l‘cmbcrdaynan
Masvarakar mencakup syb.
bidang dan kegiatan yang
diarahkan untuk
meningkatkan Pemahaman,
kapasitas masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, yang mencakup

Sub Bidang Kelautan dap
Perikanan

Pemeliharaan
Karamba/Kolam Perikanan
Darat Milik Desa
Pemeliharaan Pelaby|
Perikanan Sungai/Keei
_IMilik Desa__

Pembangunan/Rehab:litam/
Peningkatan
Karamba/Kolam Perikanan
Darat Milik Desa**

" |Pembangunan/Rehabilitasi/ |

Peningkatan Pelabuhan
Perikanan Sungai/Kecil
Milik Desa**

Bantuan Perikanan
|(Bibit/Pakan/dst)

n Tekonologi Tepat Guna
untuk Perikanan

Darat/Nelavan ** |

Pelaksanaan
Penanggulangan Hama dan
Penyakit Secara Terpadu

Pelatihan/Bimtek/ Pcng;n-a-lam ]

25000000

VIYEY rWwy

MY NN

V5 (W ey

Pengelolaan Balai Benih
Ikan Milik Desa

Pemeliharaan Tambatan
Perahu /Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) Milik Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan Tambatan
Perahu /Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) Milik Desa**

Sub Bidang Pertanian dan
Peternakan

Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan (Alat
Produksi dan pengelahan
pertanian, penggilingan
Padi/iasung)

Peningkatan Produksi )
Peternakan (Alat Produksi
dan pengolahan peternakan,

e

kandanel .
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l‘hﬂl"'l"ﬂ\\!“l‘ Podsmbalivgm |
Py gl miny f
Peitemunn Selamiok Tan

; Pembanginan Prssivaglomt mry
s Termie

‘Bub Ridung Peninghaiar
[Kapasitns Aparstu) Desn |
"I’Mn: ritkiatan l..qpmm:m '
:hmg“a Denn

Petinghotnn kapanias
;I"" wighat Dean

El\-nmuh nn Kapamtan [P
|

Sub Mduny Nnhﬂlly“n
Perempuan, Perlindungan
Annk dan Keluargn

Pelatthan / Penvuluhan
Pemberdayaan Perempuan
Pelatihan/ Penvaluhan
Perlindungan Anak
Pelatihan dan Penguntan

Penvandang Dilabel
menvandane disalilitas)
Fasuhtasm Penguatan
Relembagaan
Pengarusutamaan Gender
danAnak
Famlitas Upnya
Perhndungan Perempuan
dan Anak Terhadap
Tindakan Kekerasan.
Peningkatan Kapamitas
Kelompok Pemerhats dan
Perhinduncan Anak._ |

Sub Bidang Koperasi,
jUnln Mikro Keell dan
Menengah (UMKM)
{Pelatthan Manaremen
i\‘i‘rn_nri.\ln.-m hoperasi/ KUD/
JUMEM
[Pengembangan Sarana
Prasarana Usaha Mikro,
{Keail dan Menengah serta
|Koperas:
‘Pengadaan Teknolog Tepat
jGuna untuk Pengembangan
| Ekonontu Pedesaan Non-

j’?encrmblngnnl Promos:
’"Bmdyk Unggulan Desa

'Sub Bidang Dukungan
JMI‘II Modal
|Pembentukan BUM Desa
l{Persiopan den

| Pemberntuken Awal BUM
1Des.

|Peiatiian Pengelolaan BUM
{Desa (Pelatban yang

{dilaksanskan oleh Dess)

W e

EANLLANL A

11 O

!

.i
q




Jtanpea) s

|Bidang Penangguiangan

|Penanggulangan Bencana_

"|Sub Bidang Keadaan

Peinksanann Audit Kenangan
BUM Desa, Evalunm
Perkembangan BUM Dena

Sub Bidang Perdagangan
dan Perindustrian
Pemeliharaan Pasar
DesafKios milik Deen
Pﬂnivanmmnn[Rchnlnhlnsu/
Peningkatan Pasar Desa/Kios
milik Dega ** .
Petgembangan Industn kel
fevel Desa
rernhenmknn} Fnsuht;s‘lﬁ"-e‘lg
luhanlf’cndampmgan
kelompok usaha ekonom
prm’iuklif(pcngrnjin.
pedagang, industr rumah

_ Jymiah v

BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA, KEADAAN
DARURAT DAN MENDESAK
DESA

Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa
digunakan untuk kegiatan
penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan

mendesak: 000
Sub Bidang

Penanggulangan Bencana

—_—

50.000.000 |

Darurat

Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan
[Mendesak.

Keadaan Mendesak
Jumlah v

0

Jumlah Total

1.357.000.000

653.959.630

150.000.000

Pemalang

Oktober 2018

Ketua T4 envRQs] RKPD;sa

SUGENG PRIYADI
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